LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH

NOMOR :11 TAHUN 1989 SERI D NO:5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 1988
TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, KEPALA KEPALA URUSAN
DAN KEPALA KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan penyelengga-
raan pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna, periu segem
mengatur Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Unisan dan Kepala-
kepaln Dusun ;

79



Mengingat
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10.

11.

bahwa sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan pengaturan ter-
sebut di atas dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Kepegawaian;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah-
an Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Peng-
angkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan men-
jadi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1981 ten-
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
dan Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 jo.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Penge-
sahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pem-
berhentian Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ten-
tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan
dan Pengawasannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982
Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaandan
Pengeluaran Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 ten-
tang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa. Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala
Dusun.



Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDU-
DUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DE-
SA, KEPALA KEPALA URUSAN DAN KEPALA KEPALA
DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubemur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah ; .

b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I adalah Bupati/Walikotama-
dya Kepala Daerah Tingkat Il di Propinsi Dacrah Tingkat [ Jawa Tengah ;

C Pejabatyansbenvemingadalah?q’nbatmbemmngmnwuhldmmm
berhentikan, yaitu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il atas nama
Gubemur Kepals Daerah untuk Kepala Desa, Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat I untuk Sekretaris Desa, Camat atas nama Bupati/Walikota-
,~&dya Kepala Daerah Tingkat Il untuk Kepala Urusan dsn Kepala Dusun.

d. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-ke-
pala Dusun di Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ;

e. Penghasilan tetap adalah jumlah penghasilan yang sah dan diberikan secara
feratur setiap bulan ;

f. Anggaran Desa adalah Anggaran Penerimaan dan Pengéluaran Keuangan Desa
yang merupakan rencana operasional tahunan Program Umum Pemerintahan
dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan ditejemahkan dalam angka-angka

- rupiahy, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak
mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.
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BAB Ul
KEDUDUKAN
Pasat 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang diang-
kat oleh Pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan Rumah Tangganya sen-
diri dan merupakan pelaksana tugas Pemerintahan dari Pemerintah maupun Pe-
merinish Daerah.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Pe-
rangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya se-
jama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri.

(2) Gaji dan penghasilan lainnya yang merupakan hak sebagai Pegawai Neger di-
maksud ayat (1) Pasal ini, tetap dibayarkan oleh Instansi Induk.

(3) Pegawai Negeri yang terpilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Pe-
rangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ysng berlaku.

(4) Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Pe-
rangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku. ‘

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perang-
kat Desa. dikembalikan ke Instansi Induknya.

BAB 1
KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan dan

pengl.asitan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang beria-
ku,
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Pasal 5

Penghasilan tetap setiap bulan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini di-
bebankan kepada Anggaran Desa, yaitu bagi :

a. Kepala Desa sebesur .......... Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu ripiah)/bulan.
b. Sekretaris Desa sebesar ..... Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan.
¢. Kepala Urusan sebesar ...... Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan.
d. Kepala Dusun sebesar ....... Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan.

Pasal 6
Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau

Perangkat Desa dibesi penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada
Angganan Desa, yailu bagi :

a. Kepala Desa sebesar ......... Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)bulan.

b. Sekretaris Desa sebesar ..... Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bu-
fan.

c. Kepala Urusan sebesar ...... Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiahV/bulan.

d. Kepala Dusun sebesar ....... Rp. 20.000,00 (dua putuh ribu rupiah)/bulan.

Pasal 7

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud
Pasal 5 dan 6 Peraturan Daemh ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap
4 (empat) 1ahun sckali setinggi-lingginya sebesar 25% dari jumiah penghasilan
tetap, sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 8

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawptan kesehatan bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dan keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat
dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Desa sesusi
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. :
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Pasal 9

(1) Apabila Kepaia Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di datam dan
selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepada-
nyadnbeuhnuwamkeoelamnuhmmz(dm)hhmhn
tetap.

{2) Apabila Kepala Desa atau Pmmkanwamdldahmdansc-
waktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa, maka kepadanya
diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar4 (empat) kali jumiah penghasil-
an tetap, dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, disamping diberikan
tunjangan gugur dari Pemerintah.

Pasal 10

(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempu-
nyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (lwjuh) tahun di-
berikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumiah penghasilan tetap.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hommat dari jabatannya dan mem-
punyai masa kefja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun,
diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumiah penghasilan tetap
dan selebihnya untuk setiap tzhun masa kegja diberikan penghargaan sebesar
1/9 (satu per sembilan) dari jumiah penghasilan tetap. -

(3) Pemberian penghargaan dimaksud ayat (1) dan (2) Panl ini dengan memper-
hatikan kemampuan Anggaran Desa

Pasal 11

(1) Biaya pengeluaran dimaksud Pasat 5, 6, 7, 8,9 dan 10 Peraturan Daerah ini
dibebankan kepada Anggaran Desa

(2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak
menutup kemungkinan adanya subsidi pertimbangan keuangan dari Pearcrin-
tah dan Pemerintah Daerah.



Pasal 12

Ketentuan dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 dan 10 Pemturan Daerah ini dapat
diberlakukan kepada Stal Perangkat Desa yang besarnya disesuaikan dengan ke-
mampuan Anggaran Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pengaturan kembali penghargaan kepada para mantan Kepala Desa dan Pe-
rangkat Desa yang (elah diberikan sebelum peraturan Dacrah ini dalam bentuk
‘anah pituwas, bengkok pensiun gan istitah-istilah tain yang sejenis, dan pengaturan
pemberian penghargaan kepada Kepala Desa yang dibeshentikan dengan hormat
yang mempunyai masa jabatan lebih dari 8 tahun, diserahkan kepada Gubernur
Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal M4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerab ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Dacrah sepanjang mengenai pelak;amannya.

Pasal 1S
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka semua ketentuan yang ber-
tentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
bedaku lagi,
Pasal 16
Peraturan Deerah ini dapat discbut “Peraturan Daerah Kedudukan dan Ko-

dudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa "dan mulai beriaku pada tanggal
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memernintahkan peng-
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah

Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah.
Semarang, 30 Agustus 1988
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH JAWA TENGAH
KETUA
ttd. ftd.
Ir. SOEKORAHARDIO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya,
anggal 16 Pebruari 1989 Nomor : 900.33 - 132,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerals Tingkat !
Jawa Tengah Nomor : 11 tanggal, | April 1989
Sei : D No. : 8§

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ‘
Ymt.

ud.
Drs. WALOEYO TJIOKRODARMANTO
NIP. 010 014 956

Pembantu Gubermur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH

NOMOR : 23 TAHUN 1988

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN
DAN KEPALA-KEPALA DUSUN

I. PENJELASAN UMUM.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa ditetapkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejum-
lah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di
bawah Camatyang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga tersebut, Kepala Desa, bagai-
manapun kondisi Desanya, merupakan penyelenggara dan penanggung jawab
utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya dibantu
oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, para Kepala Urusan dan
para Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa diatur pula kemungkinan dipilih dan/atau diangkatnya seseorang yang ber-
asal dari Pegawai Negeri menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan Pegawai Negeri yang
dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa hubungan-
nya apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Ke-
pala Desa atau Perangkat Desa diberlakukan ketentuan sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian karier seseorang Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat
sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desajelas kedudukannya, dan diharapkan
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akan dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin dalam
kedudukannya, dan diharapkan akan dapat mencurahkan tenagadan pikirannya
semaksimal mungkin dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa atau Perangkat
Desa tersebut tanpa khawatir akan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Agar tugas-tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri suatu
Desa dapat beijalan sebaik-baiknya, maka bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai penanggungjawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, perlu adanya kepastian mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan-
nya.

Pendapatan Desa-desa di Jawa Tengah tidak sama, karena kondisinya
yang berbeda-beda, ada Desa-desa yang cukup memiliki kekayaan Desa yang
merupakan sumber pendapatan Desa, ada pula desa yang kurang memiliki
kekayaan Desa sehingga pendapatannya relatip kedi. Oleh karena itu pemberian
penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak sama. Hal ini di-
sebabkan pula karena belum adanya ketentuan di Jawa Tengah yang mengatur
tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara seragam.
Mengingat keadaan tersebut, perlu ada peraturan dan sekaligus keseragaman
pemberian penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Dengan demikian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa. Dengan demikian penghasilan Kepala Desa dan Perangkatnya diharapkan
akan terjamin dan seragam, walaupun realisasinya tergantung kemampuan De-
sanya masing-masing.

I11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 Cukup jelas.

Pasal Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam Pasal
ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan ABRI.

Pasal 4 dan 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Bagi Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa/Pe-
rangkat Desa tetap mempunyai hak dan kewajiban se-
bagaimana tertuang dalam Pasal 3. Apabila Pegawai
Negeri tersebut dalam masajabatannya sebagai Kepa-
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Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9 s/d 11
Pasal 12

Pasal 13 s/d 16

la Desa/Perangkat Desa pensiun, maka kedudukan
keuangannya akan beralih menjadi kedudukan sebagai
Kepala Desa/Perangkat Desa bukan Pegawai Negerni,
sehingga berlaku sebagaimana disebut dalam Pasal §
dengan tetap memperhatikan kemampuan Anggaran
Desa.

Pasal ini dimakshidkan untuk mendorong gairah dan
prestasi kegja dengan upaya kenaikan penghasilan se-
suai dengan kemampuan Anggaran Desa yang ber-

.sangkutan, dan maksima) kenaikan tersebut 25 % dari

penghasilan akhir seiiap 4 (empat) tahun sekali.
Dengan pengertian bahwa untuk Jabatan Kepata Desa
kenaikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali masa ja-
balan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku untuk masa jabatan yang kedua, kepada
yang bersangkutan diperlakukan sebagai pejabat bans.
Yang dimaksud dengan keluarga adalah isteri atau su-
ami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang sah
yang masih menjadi tanggungannya.

Cukup jelas.

Dengan Pasal ini dimaksudkan agar kepada Staf Per-
angkat Desa yaitu Pembantu Kepala Urusan dan
Pembantu Kepala Dusun dapat diberikan penghasilan
tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang
sah sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa,

Cukup jelas.
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